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ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap ju@pinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah

peraturd

daerah. Pemeri ﬁ abupaten --'-h ppomi  seluas- Iuasnya
kecuali : : 8
o kol %

telah dia

Pertama F
Pegawai
menetapka
pengangkat

dan prosedur
as persyaratan.

Oleh karen atan Pegawai
Negeri Sip kolusi,
nepotlsme Neger| Sipil di

sesuai dengan
egawai Negeri

i apakah dasar
g Pemindahan/
iSme pengisian
intah Kabupaten

Penempatan
Jabatan Stru
Kuantan Singi

Metode
penelitian huku
hukum, sistemati

dan membahasnya dengan mMeNg pahan bacaan yang diperoleh dari
berbagai sumber.

Adapun hasil penelitian ini adalah, pemberhentian dari jabatan struktural
di Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan konsep negara hukum, sebab
tidak  memenuhi ketentuan dan bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tersebut. Proses penerbitan surat keputusan
dimutasi atau dipindahkan tidak sesuai dengan jabatan struktural yang sederajat
atau setingkat dengan jabatan yang diemban sebelumnya melainkan di non jobkan
dari jabatan struktural hal ini jika dihubungkan dengan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku maka seharusnya bupati dalam hal melakukan
perpindahan jabatan, tugas, mutasi atau rotasi dalam lingkungan wilayah kerja
Kabupaten Singingi maka pegawai negeri sipil harus dirotasi ke jabatan struktural
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yang sesuai atau sederajat. Mutasi yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya merupakan
suatu bentuk penyegaran bagi pegawai agar tidak terjadi kejenuhan kerja sehingga
prestasi kerja, produktivitas dan semangat kerja pegawai bisa lebih meningkat
yang berguna untuk mencapal tujuan organisasi. Dimana dalam pelaksanaan

3 an atas prestasi kerja, kediSiglinan, kepangkatan, dan

memberika 3 Jayahn i ggalipenulis dapat
menyelesai ‘ sKrips le is Terhadap
Surat Keputusa : ntan S D2/76 Tentang

Pemindaha ; eQa ) AN Pemerintah

telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian skripsi
ini.Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH.,M.CL, sebagai Rektor Universitas

Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
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2. Bapak Dr. Musa SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

g skripsi yang

A penulis dapat

Kedua orangtua tercinta, ayahanda Almadi,S.H,M.H dan Endriawati,
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

pdang Dasar 1945,p.

o ‘ Fh‘f“‘ . 90

propinsi @
propinsi, . :I kOta gagrah. (Undang-
Undang
penyelenggaliia ‘ : 1an hai ‘E {asd alla hukum yang
berlaku (wetii
mengandun

pusatdan ur i : i ada meran gMerintah pusat dan

pemerintahan Indonesia. Salah satu upaya reformasi itu adalah penataan aparatur
pemerintah. (Sri Hartini d. , 2010, p. 5) Salah satu agenda reformasi yang seirama
dengan semangat otonomi daerah adalah adanya pembaharuan pemerintahan baik
di pusat maupun di daerah.

Adanya pengakuan tentang pemerintahan daerah di merupakan semangat

dasar dari otonomi daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya dilangsungkan di
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pemerintah pusat tetapi dengan dicetuskannya prinsip otonomi daerah maka
reformasi birokrasi juga berlangsung di pemerintahan daerah. Oleh karena itu,

untuk menyempurnakan reformasi birokrasi yang dikehendaki, maka selain

adanya perubahag

<> Vay

upaya

jabatan

\A &V}

' 3 3 1 8o tepat pula.

La AL

0

penting untuk

Sl )
3
-
3
<
=
=
QD
=)

yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah adalah
suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
sekurang-kurangnya  meliputi  perencanaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, pendidikan danpelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun,

pembinaan, kedudukan, hak dan kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan

penghargaan merupakan subsistem kepegawaian secara nasional. Dengan

10
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demikian, kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam
kepegawaian nasional.

Pegawai memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam

gawai sebagai sarana

‘ ‘ n““‘ .@a‘ merintahan,

dengan katz
adanya Peg
Abdi masyad asila, Undang-
Undang Das dan sadar akan

erintahan  dan

(Undang-Undang nomor 5, tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, p. Pasal 1)
Kedudukan dan peran dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan
sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung
pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peran dari Pegawali

Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi not the

gun, the man behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia

11
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yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai apa-apa
apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan

kewajibannya dengan benar. (Sri Hartini d. , 2014, p. 31)

telah

digaji berg

Nomor 43

seorang PNS dalam rangka memimpin Suatu satuan organisasi.

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum
menjadi  kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah sesuai dengan
peraturan  perundang-undangansedangkan untuk mengisijabatan  tertentu
diperlukan kualifikasi khusus, seperti tenaga ahli dibidang tertentu, pengalaman

kerja tertentu di kabupaten atau kota, maka pembina kepegawaian tingkat provinsi

12
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atau pemerintah dapat memberikan fasilitas. Hal ini dalam rangka melakukan

pemerataan tenaga-tenaga pegawai tertentu dan penempatan pegawai yang tepat

sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan di seluruh daerah. (Wijaya,

pelayanan a

pegawai Ap

rangka

pendayagunaan

dalam rangka pela 2 ."’ antu  dilakukan melalui
pembangunan bangsa(culté : . development) serta melalui

pembangunan ekonomi dansosial (eConomic and social development) yang
diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawali

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Sebenarnya peraturan ini tidak

13
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menetapkan ketentuan baku dalam mengatur tentang mekanisme dan prosedur

pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melainkan hanya sebatas persyaratan.

Oleh karena itu tidak heran jika di masyarakat, proses pengangkatan Pegawai

mengutamakan keahlian dari pegawal itu sendiri dalam artian bahwa proses
mutasi haruslah merit system bukan spoil system (berdasarkan kekerabatan dan
faktor lain) dan berlandaskan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Problematika yang selalu kontroversi dalam sistem pemerintahan, baik di

tingkat pusat maupun di daerah-daerah yaitu persoalan mutasi jabatan pegawai. Di

antaranya mutasi yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi, H. Sukarmis pada

14
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14 Juni 2011 yang banyak mengundang polemik. Bupati Kuantan Singingi
melakukan mutasi pergantian 157 Pejabat yang dibebaskan dari jabatannya

berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 824/BKD-02/76 tidak dijelaskan

Pegawai NEgge 1gan Peme ] ngingi Dalam

Perspektif

pat  dirumuskan

or 824/BKD-02/76

ai  Negeri Sipil Di

Negara hukum.
2. Bagaimanakah Mekanisme pengisian Jabatan Struktural Secara
terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan

Singingi?

15
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian

X fg _% ﬂ*%.. . paten Kuantan

l
g
: anfaat sebagai

berikut:

£

lingkup Hukum

Manfaat praktis

b. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau
dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti
selanjutnya.

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata satu di

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

16
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D. Tinjauan Pustaka

am bulk | va a.‘ | o epkan sebagai

penjelmaa <ir JEV Oleh karna itu
penyelenggaléa A usta fida® Hukum. Dari
pemikiran RIg : ah Negara dapa yafF ukum menjadi

objek utamaibagi pe " ggaraan Pemerintah 2 ‘;1 ed maupun The

Luler” harus k| . ‘ egitiminasi oleh
Negara.

Lain hal oteles juga sebagai
tokoh ahli Filsa fgara Hukum dengan
menggabungkan atau me gari Plato itu sendiri. Menurut

Aristoteles suatu Negara yang ba Negara yang di perintah dengan

konstitusi dan berkedaulatan Hukum.

Teori Negara bertasarkan atas Hukum (Negara Hukum) secara esensi
bermakna bahwa hukum adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atau
Pemerintah untuk tunduk pada Hukum (Subjek To The Law). Tidak ada kekuasaan

diatas hukum (Above The Law), semuanya berada di bawah hukum (Under The

17
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Rule Of Law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenag-

wenang atau penyalah gunaan kekuasaan.

Menurut Wirjopg Projodikoro, Negara Hukuga.berarti suatu Negara yang

Hukum menurut Anglo Saxon Ve an dengan Rule OF Law, Socialist
Legality dan Negara Hukum Pancasila. Konsep-konsep Negara Hukum tersebut

memiliki dinamika dan sejarahnya masing-masing.

a. Rechtsstaat

Jika dilihat dari sejarahnya Rechtsstaat lahir dari sebuah upaya perjuangan
menentang absolutism kekuasaan Raja sebagaimana telah diperaktikkan di

18
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perancis. Sehingga konsep ini sifatnya sangatlah revolusioner adanya. Dengan

meletusnya Revolusi Prancis yang melahurkan adanya tiga (3) tuntutan dasar

yakni: Egalite atau Kekuasaan, Fraternite atau Kemanusian, dan Liberte atau

T
Kant. Didg :
Rechslehre ;
konsep Neg @
bahwa kekua ‘ san kesejahtraan
rakyat. Neg ) ksanaka AQS aidenjaga keamanan
akatan di serahkan
kepada rakyat. g &- an _Jngsi sebagai penjaga
keamanan dan ketert .a ““"v

diserahkan melalui kompetisi

omian dan kemasyarakat
gecara bebas (laise’s faire, laise’s

passer atau the last government is the bast govermeng).

Konsep Negara hukum modern di eropa dikembangan dengan
menggunaka istilah Jerman yaitu rechtsstaat antara lain oleh Imanuel Kant, Paul
Laband, Julius Stahl, fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep Negara

hukum di kembangkan dengan sebutan the rule of law yang di pelopori oleh

19
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A.V.Dicey. Selain itu konsep Negara hukum juga terkait dengan istilah
Nomokrasi (Nomocratie) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan

Negara adalah hukum. Menurut sthal konsp Negara hukum yang di sebut degan

istilah rechsstaat g ehitl dnly Asshidigie, 2004

5
1122) < \\\“ ..‘

International CommiS : menentukan pula syarat-syarat

representative government under the rulr of law, sebagai berikut :
a. Adanya proteksi constitutional.

b. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

c. Adanya pemilihan umum yang bebas.

d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat.
20
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e. Adanya tugas oposisi.

f. Adanya pendidikan civic

b. Rule of law

le of law

the land yang dilaksanaka ordinary court yang berarti bahawa
tidak ada orang yang berada di atas hukum.Baik pejabat maupun warga
Negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama dan tidak

ada peradilan hukum administrasi.

c. Constitution based on human right yaitu konsitusi hasil dari ordinary
law of the land,bahawa hukum konstitusi bukanlah sebagai sumber

21
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akantetapi merupakan konsekuensi dari hak individu yang di rumuskan

dan ditegaskan oleh peradilan.

Dalam perkembangan nya konsep rule of lawktelah mengalami berbagai

pada tahun

(B

L LY

dan juga tidak

c. Socialist Legality

Socialist legality adalah suatu konsep yang di gunakan oleh Negara
komunis/sosialis yang tampaknya hendak menyamai konsep rule of law yang di
pelopori oleh Negara-negara anglo saxon. Negara hukum socialist legality
menaruh hukum di bawah sosialisme,memandang hukum sebagai alat untuk

mencapai sosialisme dengan kata-kata mereka,yang merupakan kemenangan

22
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sosialisme di atas hukum. Menurut Jarszinsky menyatakan bahwa hak perorangan
dapat disalurkan dari prinsip sosialisme meskipun dari hak tersebut yang patut

mendapat prlindungan yakni karakteristik dan ini menunjukan bahwa socialist

legality tersebut d gan demikian konsep

;v ‘ “!““‘ .ké‘ gaan dalam

bahwasanyz legara huk 3 m atau untuk
memperlihatife n Negara hukum de pmokrasi islam
merupakan

dari allah,kafing a " a. 10 M yang kongkrit.

b. Prinsip musyawarah
c. Prinsip keadilan

d. Prinsip persamaan
e. Perinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

f. Prinsip peradilan bebas

23
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g. Prinsip perdamaian

h. Prinsip kesejahtraan

i. Prinsip kg

melakukan ¥'sesua =hinoe nerintah adalah

kekuasaan ¥/ '. yang tertinggi

ligunakan dalam

emerintah dapat

Pemerintah dalam arti luas, merupakan seluruh kegiatan pengusaan negara
oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksana penguasaan
negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan

pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

24
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Terminologi Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian yang

berbeda. Pemerintahan dalam arti luas (government in broader sense), meliputi

keseluruhan fungsi yang ada dalam negara. Ditinjau dari teori trias politika,

pemerinta

yang masi

Desa. (Theresjanti, 2000, p. 45)

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat™ yang
ditambah imbuhan —an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang
berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”. (Poerwasunata, 2003, p. 67)

Sedangkan menurut Logeman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh

25
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Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah: ” Lingkungan kerja awet dan digaris
batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk

dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. (Pangkerego, 1975, p.

organisasi

keterampila

nasional, di

tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas
pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil
terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas
yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan

atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara

26
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dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan
jabatan fungsional ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang

mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan

Menteri W€ i ENe agaratur negara
dengan perhati ) i i el tahan yang

bersangku

organisasi.

AkAANY

terendah (e

wn
—
-
c
<
—+
c
-~
=2
o
D
S
o
@
-
2
A
@
S
=2
@

menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain
maupun dengan jabatan fungsional.

Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-
besarnya, maka sistim pembinaan Kkarier yang harus dilaksanakan adalah sistim

pembinaan karier tertutup dalam arti Negara, dengan tidak menutup kemungkinan

27
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adanya sistim pembinaan karier terbuka untuk jabatan tertentu apabila perlu untuk

kepentingan Negara.

Pada umumnya yang dimaksud dengan :

jabatan-jaba & anageria gertian bahwa

seluruh  Pegawai Nege nerupaka «€Satllaps hanya tempat

Menurut A.W. Widjaja prinsip penempatan adalah the right man on the
right place (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat
melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan), yaitu:

1.Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik. Suatu analisis

yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang
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dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh
pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.

2.Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari

adanya g

prestasi k

mekanisme pengisian jabatan yang mampu mewadahi peluang tersebut secara
terbuka.

Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis selain diatur dalam Pasal 28
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara sistematis
telah dijabarkan dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
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Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan
bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan:(a)
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;(b)
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri

Sipi Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.Pejabat
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sebagaimana dimaksud dapat mendelegasikan wewenangnya memberikan kuasa

kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan

sejajar. (Nitisemito A. S., 1996, p. 132) Selanjutnya H. Malayu S. P. Hasibuan
menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi/ jabatan/ tempat/
pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu
organisai. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan,
karena tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam

perusahaan (pemerintahan) tersebut. (Hasibuan S. M., 1994, p. 102).
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Mutasi diartikan sebagai perubahan mengenai atau pemindahan kerja/
jabatan lain dengan harapan pada jabatan baru itu dia akan lebih berkembang.

Sedangkan landasan hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan

pemberhentian pgg I o an Pemerintah Nomor
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antara lain, adalah:a.Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.b.Untuk
menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau
jabatan.c.Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.d.Untuk
menghilangkan rasa bosan/ jemu terhadap pekerjaannya. e.Untuk memberikan
perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karier yang lebih tinggi.

f.Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai. g.Untuk
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mengatasi  perselisihan antara sesama pegawai.h.Untuk  mengusahakan
pelaksanaan prinsip orang tepat pada tempat yang tepat. (Hasibuan S. M., 1994, p.

102)

craturan Pemerintah

“Vanyeoen® .*&

Undang Na
Nomor 23 Tahe 14 te merinta aers gpatiran Pemerintah
Nomor 9

Pemberhentia

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa “Setiap
PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar
Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat
dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di

luar negeri”. Ayat 4 Pasal 68 "PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan
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Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat
dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai

negeri Sipil adg puhi syarat tertentu,

SVt 'gg

an sebagai suatu

perubahan posig an/tenmnpa <erjaan yang, di aiisecara horizontal

sendiri.

Jabatan struktural menurut Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi Negara. Dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 jabatan struktural dikenal dengan istilah jabatan pimpinan tinggi.
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Syarat-syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dimutasikan

dalam jabatan struktural adalah minimal mencukupi pangkat atau satu tingkat di

bawah pangkat terendah dari jabatan struktural serta disesuaikan dengan prestasi

membentuk Badan Mutasi Pejabat Fungsional ke dalam Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat yang tugasnya memberikan
pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengangkatan dan
pemindahan jabatan struktural. Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan

tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama
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negara. Jabatan yang dimaksud ialah suatu jabatan negara. (Utrecht, Pengantar
Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan 4, , p. 138)

Tentunya prosedur pengangkatan dan pemindahan jabatan struktural tidak

perlindungaR

keterbukaa

guna). Dewasa ini mungkin masih banyak prosedur di bidang pemerintahan kita
yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu
deregulasi dibidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan
masih sangat dibutuhkan.

Tujuan dibentuk Badan Pertibamangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah N0.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
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Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan satruktural bahwa untuk menjamin kualitas
dan obyektifitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

dalam dan dari jabatan struktural Eselon Il ke bawah di setiap instansi.

Guna memperoleh hasil yang baik dan untuk mendapatkan data yang
relevan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis

penelitian hukum normatif (Syafrinaldi, 2015, P. 5), yaitu penelitian yang
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membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi
hukum, sejarah dan perbandingan hukum, dalam bentuk studi kasus dengan cara

mempelajari Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 824/Bkd-02/76

ritif analisis,

kondisi atau
a agar dapat

séhingga mampu

Bupati Kuantan Singingl Nomor : 824/Bkd-02/76 Tentang
Pemindahan/ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kuantan Singingi

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk

menambah atau memperkuat dan memberikan penejelasan terhadap
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bahan hukum primer dapat berupa skripsi, jurnal dan buku-buku atau

literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

¢. Bahan Hukum Tersier

ahan hukum

kualitatif y
dan fakta

undangan &

HRARNAAES

Sy

bersifat umum @ ﬁé ang bersifat khusus
guna menjawab pPEraS dan selanjutnya dari
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BAB I1
TINJAUAN UMUM

A. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupateg iAgingi ada abupaten di Provinsi

albn “ale
Sk d A et L

Riau, Ig an Singingi

secara d -_ﬂ ngah lintas

Sumatera [ada Padasb insi Ri Blpaten Kuantan
f=4

L
g

bugaten Pelalawan,

Singingi yang dibentuk

<
ygra
i
%
berdasarka ﬂ;
Rokan HilirgROK ina ?@ G SNSINGTGi dan Batam.

Gamb ; :
012

’ at : 0°00 LU -

g

1°00 LS dan

KAB. KAMPAR

uuuuu

i
e 4

PROPINSI .

SUMATRA BARAT =

00000000000000000000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi Tahun 2016
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1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai

daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-

hari, masyarakat bahasa Minangkabau.

“EF!.. “ .Qé

paten Kuantan
Singingi tg ja ah Kabupa ' empunyai 15

antan Mudik,

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan
Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan
antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan
Singingi adalah + 7.656 Km? (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi
Riau dengan jarak dari laut berkisar £ 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30°

dari permukaan laut yang berbatasan lansung dengan:
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a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

b) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

c) SebelahJiime Dala 3 : agiri Hulu

Persentase

10,73

7,37

5,02

2,16

3,54

1,9

1,63

1,90

4,97

148.77 : 1,94

Kuantan Hilir Seberang 114.29 . 1,49

12 |lnuman 450.01 45.001 5,88

13 [Cerenti 456.00 45.600 5,96

14 |Singingi 1.953,66 195.366 25,52

15 Singingi Hilir 1.530.97| 153.097 20,00

Jumlah 7.656.03 765.603 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi
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kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km2. Secara
administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan,11 kelurahan

dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas

IS dengan suhu
udara mak Simumberkisar
antara 19,2¢ >. Sedangka : 1440 — 433,19 mm
pertahun d d : “hujan lEnlSeptember  s/d
Februari dankmiisim, kema ada : Aa gdeAQustus. Diantara

unsur iklim ang : ihanitanaman pangan dan

holtikultura aeéla ah' ALl A€ asifikasi ppen, tiap iklim di

3. Topografi Kabupaten Kuantah Singingi
Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang
memiliki ketinggian alevasi bervariasi, dimana alevasi tertinggi mencapai 804
meter diatas permukaan laut danengan kemiringan lereng sangat bervariasi.

Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah

pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan
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Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi.
Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah orgonosol dan humus yang

merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten

Kuantan Singingi g mengalir dari Barat

SNty

%3“

o
»
D
[
Q

'\‘%\i\‘a\

penduduk setiap 1 kmz2 sebanyak 40 ji

a yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1V.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan

Singingi
No |Nama Kecamatan Laki-laki PerempuanJumlah
1 |Pucuk Rantau 5895 5040 10935
2 |Kuantan Mudik 11549 11329 22878
3 |Hulu Kuantan 4386 4191 8577
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Gunung Toar 6807 6699

13496

Kuantan Tengah 23981 22971

46722

27888

15822

4
5
6 [Sentajo Raya 14293 13595
-
8

18248

20155

14739

12930

15303

14948

30722

37156

310,619

a Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber
pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untu padi seluas
10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor

perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti

jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun,
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terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa,
minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara

lain sapi 17.368 ekor dan itik 27.422
ekor. S duksi hutan
terbatas 000 Ha dan
hutan ma E\ 3 Singingi juga

gamping, sUltag bz alam, pa angllan kaolin. Pada
bidang ind ) niliki potensi e : minyak sawit,
industri lempengan . kare justr i gagblahan  makanan

tradisional, @@ dustri ; djuga JBeberapa bidang

Tabel 1V.3 Mayoritas Mat8 duk Kabupaten Kuantan

Singingi
No Jenis Usaha Persentase
1 |Pertanian 61,95
2 |[Pertambangan 2,77
3 |Industri 1,74
4  |Listrik, Gas dan Air 0,10
5 |Kontruksi 2,15
6 [Perdagangan 13,85
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7 Hotel 0,92
8 [Tranportasi/Komunikasi 1,64
9 |Keuangan 0,41
10 Jasa 13,74
11 0,72
N 100,00
= -
Kondisi Sosial ’
4 &
Tingkat g[l r
i 5 : Singingi pada
umumnya ; an masyarakat
untuk memperol adalah jumlah
sarana pen : eng tersebar di
seluruh Kecé ';
Tabel IV.4J E
7
No |Keé " Universitas
1 a 1
2 2
3 2 1
4 |Gunung Toar 4 1
5 [Kuantan Tengah 27 30 7 6 1
6 |Sentajo Raya 22 7 2
7 |Benai 22 18 4 2
8 |Pangean 16 19 5 2
9 |Logas Tanah Darat 12 17 4 3
10 |Kuantan Hilir 15 12 4 1
11 |Kuantan Hilir Seberang 10 2 1
12 |Inuman 10 16 6 1
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13 [Cerenti 9 12 3 2

14 [Singingi 19 18 5 2

15 Singingi Hilir 19 21 6 4

31

mencermati hubungan antara neg@ pegawai negeri dengan memberikan
pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas
dengan negara. (Muchsan, 1982, hal. 21) Pegawai Negeri Sipil, menurut kamus
Umum Bahasa Indonesia, ‘“Pegawai” berarti “orang” yang bekerja pada
pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri” berarti negara atau
pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada

pemerintah atau negara.
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Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang
melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan

dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya musanef menjelaskan definisi

afig Pokok-pokok
warga Negara
al, diangkat oleh

pejabat yangy¥bernena la Jaji berdasarkan

menjadi angg® )ado Gmbeéntdkan Undang-undang, Badan
Pemerintah atau Badan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pemerintah
atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah serta semua Kepala

Rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang

menjalankan kekuasaan yang sah.

49



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

b. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga ahli pemutus
perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang menjalankan

peradilan administrasi, serta anggota dan ketua peradilan Agama

pegawai (pejabat).

‘ “\‘ﬂ\“ .QJ Bahun 1999

Tentang tang Pokok-

Pokok Ke

1.

N

Diangkat oleh pejabat yang berwenang;

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
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tentang Aparatur Sipil Negara, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional
dan tantangan global.

Pegawai negeri sipil menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 adalah

warga negara indg gkat sebagai pegawai

v‘@i ‘ ‘ “““‘ .0‘ ki jabatan
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SRR RARAES

ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
diluar kedinasan;

g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubik

Indonesia.
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Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh:

a) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;

Kemudian dalam Pasal 92 KUHP diterangkan, bahwa termasuk dalam arti
Pegawai Negeri, “orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-pemilihan
berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih,
tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Daerah serta

Kepala-Kepala Desa” dan sebagainya. Jadi, pengertian Pegawai Negeri menurut
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KUHP ini adalah luas sekali, tapi pengertian ini hanya berlaku dalam hal ada

orang-orang yang melakukan “kejahatan dan pelanggaran jabatan” dan tindak

pidana lain yang disebut dalam KUHP. (Nainggolan, 1984, hal. 5)

asyarakat,

baik da utasi atau
pekerjaan ke

S., 1996, hal.

71)

Pengéftia Itas am amus | @ Jon® akii: pemindahan
pegawai d k; kualitas atau
sifat lain. tasi jabatan a s gala perubahan

jabatan seor

suatu tempat ketempat kerja lain disebut mutasi.

Mutasi diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja secara efisien dan
efektif sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mempercepat pencapaian tujuan,
melalui penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, dengan tetap
mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur daerah yang menitik beratkan

pada sistem prestasi kerja.
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Ruang lingkup mutasi mencakup semua perubahan

posisi/pekerjaan/tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal

(promosi atau demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer ataupun

Perubahan jabatan atau penempatan pada posisi semula.
b. Mutasi secara vertikal
Perubahan posisi/jabatan/pekerjaan, promosi atau demosi, sehingga
kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Promosi memperbesar
authority dan responsibility, sedang demosi mengurangi authority dan

responsibility seorang karyawan. Jadi promosi berarti menaikkan
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pangkat/jabatan, sedang demosi adalah penurunan pangkat/jabatan
seseorang. (Ima Upuwala Were, Gunawan Bata Ilyas, 2016)

Mutasi pegawai dalam Undang-Undang ASN didasarkan atas landasan

(satu) instansi
afll antar-Instansi
gsiddi Luar Negeri.

(2) asi PNS stansi Daerah

3) asi PNS : insi ditetapkan oleh

(4) . <abupate antar provinsi, antar provinsi

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

(5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau
sebaliknya, ditetapkan oleh badan BKN.

(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
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(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memerhatikan prinsip larangan konflik

kepentingan.

(8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana

afly Pokok-Pokok

16 Tambahan

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
(Moekijat, Manajemen Kepegawaian, 2001, hal. 41)

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan

pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian di setiap instansi pemerintah umum

dan daerah.

Prinsip pemindahan (mutasi) adalah :
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Kualifikasi, yaitu pemindahan dapat dilakukan apabila memenuhi

aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan

kompetensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan

Mutasi atas dasar prinsip The right man on the right place
Mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan profesionalitas kerja
Mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal

Mutasi sebagai langkah untuk promosi

Mutasi untuk mengurangi labour turn over

Mutasi harus terkoordinasi (Sudarwan, 2004, hal. 56)

tes
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Dalam pelaksanaannya, mutasi juga memiliki beberapa kendala.
Sastrohadiwiryo mengemukakan ada dua jenis penolakan pegawai terhadap

mutasi pegawai, yaitu :

a. Faktor

Bitibdd SR I
‘

El
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor 824/BKD-02/76 tentang

ipil Di Lingkungan

S Vhamaaent .Qg

Indonesia Man® aulata ] . ‘
kedaulatan [fék lembaga e d-b ‘__f St mutlak atau

tanpa bata berkaitan erat
dengan hak

Tiap dari hak asasi

untuk turut serta dald ‘Q .
Hal ini mengindika ’ patutnya memberikan peluang
yang setara kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan yang tersedia
dalam pemerintahan, termasuk dalam jabatan struktural, yang diwujudkan melalui
mekanisme pengisian jabatan yang mampu mewadahi peluang tersebut secara
terbuka.
Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis selain diatur dalam Pasal 28

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara
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sistematis telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian; Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah

Daerah, Undang - 5 : eptang  Pembentukan

N ) TR ) '90

\ 3k

Pemindaha
negeri no Pendelagasian
wewenang | negeri sipil di

jajaran depa nomor 131.14-

3 SN LA

405 tanggal

q

pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya. (Kepegawaian,
Tahun 1999, p. Pasal 19 ayat 2 )

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan
Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan beberapa persyaratan
substansial dalam menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

1. berstatus Pegawai Negeri Sipil.
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2. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah

jenjang pangkat yang ditentukan.

3. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.

100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan
Struktural, p. Pasal 7)

Menurut Ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000
sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam struktural, pegawai negeri sipil

diberhentikan dari jabatan struktural karena:
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o

Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya

b. Mencapai usia pensiun

o

Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil

ani atau

ang-undangan

yang mempunyai kompetensi yang tinggi maka ketika akan dimutasi harus sesuai
antara tingkat pendidikan dengan lowongan formasi jabatan yang akan diisi
dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan pendidikan, sehingga
diharapkan pegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap cakap, kreatif, inovatif,

dalam menyelesaikan tugas tugasnya pada jabatan tersebut dengan baik.
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Berdasarkan hasil Penelitian pemberhentian dari jabatan struktural

dikabupaten kuantan singingi tidak memenuhi ketentuan yang bertentangan

dengan pasal 10 peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah

peraturan
melakukan
wilayah ke aten_Singingi maka pega C0e fidrus dirotasi ke
: - -t :

jabatan str al e ; al A gldu mutasi yang

dilakukan s adalah rotasi yang

undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, Pasal 17 angka (2), Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural,

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural point d, Pasal 7 A
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Struktural.

Dalam Kasus Almadi telah memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai

pilihan hidup dag Regawai Negeri Sipil

dari ta ‘ ‘ !‘!‘“‘ .90

selama bert - miliki nilai ¢ Ve tidlak berarti apa-
apa denga (demosi) dan

dipindahtuga

ARl

A
=
o
c
Ee]
=
@D
>
A
o
m )
=
'«
o
QD
)
O
QD
@D
>
=
=

Pemerintah [

Singingi

Qi .* ukuman disiplin diatur
dalam Pasal 23, Pasal 24, . ), P2
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara

tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
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(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum

tanggal pemeriksaan.

K«

A EVRN L %)

.
")
—
>
w
®
S
>
S
Q
w
c
S
Q

=
o
c
Q
3
3
@
o
2
c
=
)
S

(2) i ’ a0 ud pada ayat (1) dilakukan

secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk bents acara

pemeriksaan.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada

PNS tersebut merupakan kewenangan:
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a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung

tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut

Pasal 27

(1)

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan

diperiksa.
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(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya

keputusan hukuman disiplin.

tugas jabatannya

“!\\\“ .?‘ n  hak-hak

g dalam Pasal 24

ang’ memeriksa dan

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam menjatuhkan hukuman, Almadi tidak pernah mendapat panggilan

sama sekali, tidak pernah dilakukan pemeriksaan, dan karena itu Almadi tidak

mengetahui apa kesalahannya sehingga dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa

pembebabasan dari jabatan dan mutasi.
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Ketentuan Pasal 22 UU No. 49 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa untuk
kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai

Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja.

=

tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, bahkan melanggar peraturan
perundang-undangan, tidak berlandaskan pada kepatutan, tidak didasarkan pada
profesionalisme dan keahlian, oleh karena itu surat keputusan tersebut
bertentangan dengan Azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999.
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Menurut Penulis Pembebasan dari jabatan dan mutasi yang dilakukan
terhadap Bapak Almadi tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan,

bahkan melanggar peraturan perundang-undangan, tidak berlandaskan pada

alian, oleh karena itu

“‘\‘\“ .’@‘ Yang Baik

kepatutan, tidak g

suatu kekuasaafabsol at ele Mafill negara hukum,

yaitu:

B. Mekanisme pengisian Jabatan Struktural Secara terbuka di
Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Realisasi dari otonomi daerah adanya pemilihan kepala daerah secara

demokrasi. Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 menyatakan, Gubernur, Bupati

dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan

Kota dipilih secara demokratis. Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan
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Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi berperan dalam mendukung visi Bupati
dan Wakil Bupati dengan menjalankan sebagian kebijakan yang terkait.

Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong bagi keberhasilan

pencapaian visi g

jabatan dan
an Kabupaten

sesuai dengan

e

aturan mutasi

kepegawai gingi mengacu

pada landasa

tanaat

erintah Daerah;

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
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petunjuk pelaksana peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang
pedoman organisasi perangkat daerah.

Pada dasarnya, pelaksanaan mutasi berorientasi untuk melakukan

Selain it Mutasiy Ugam alf memperluas
pengetahua : pégawai terhadap
pekerjaan Jga dap: ) A | i. Dalam

pelaksana bata up Pe ab Ut antan Singingi

tentu tidak dilaktkan secara sembarangan Kita harus mengacuspaca dasar hukum
yang berlakugse Undal ) tang Perubahan

Undang-unda ‘18l )74 tentang epegawaian dan

Dalam Jabatan Struk® Q. .

Adapun mekanismerg pelaksanaan mutasi jabatan di
lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

a. Tahap Inventaris dan Penginformasian Jabatan Lowong

Pada tahap ini, lowongan formasi jabatan struktural yang ada
diinformasikan kepada seluruh pimpinan, melalui surat edaran yang ditujukan
kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan lowongan formasi

jabatan tersebut, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan nama-nama
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calon pejabat untuk mengisi jabatan struktural sesuai dengan formasi yang
tersedia di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada kepala daerah

melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Penyampaian usul

antara hasil analisis

‘ ‘ !\\“‘ .e‘ an. Dengan

diperlukan sebag

terperinci g yang perlu
diangkat u formasi yang
tersedia.

b.

Pada t Pelatihan mulai
melakukan pen lan Satuan Kerja
Perangkat Daerah d epegawaian, Pendidikan

dan selanjutnya melakukan proses penyiapan data calon yang diusulkan.
Penyusunan bahan ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan penyediaan
Pegawai Negeri Sipil dan usulan dari pimpinan unit kerja. Penilaian yang
dilakukan oleh Baperjakat dalam mencari calon pejabat yang dianggap layak

dalam menjabat suatu jabatan yaitu dengan melihat perkembangan Pegawai

Negeri Sipil tersebut terutama melalui DP3 atau SKP selama 2 tahun terakhir.
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c. Tahap Seleksi Dalam Sidang Baperjakat
Tahapan selanjutnya yaitu mengadakan seleksi yang dilakukan oleh Tim

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Hasil dari seleksi

yang dilakukan g gpada Kepala Daerah

untuk di ““!“\ .’& ait mutasi

naeh

“\h“@i\%
g

adalah pela

telah di tetz

Bupati Kuan

serta agar tu

N
. O
QD
>
=3
D
=
=)
£
QD
oy
2

: -

mendapatkan suasana baru serta dapat memperluas pengalaman kerja pegawai.
Pelaksanaan mutasi jabatan dimulai dari sosialisasi melalui surat edaran
langsung yang berisikan tentang:
1. Jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi

jabatan;

2. Jadwal pengumuman dan pendaftaran;
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3. Seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi;

4. Seleksi kompetensi melalui tes kompetensi bidang dan manajerial

(tertulis dan wawancara) dan tes psikotest;

menghindari

kejenuhan mereka lebih

meningkat

Pendidikan
L T

berlaku dani@idasarki c: g )ann ahlian, disiplin

pegawai da

merupakan sé

Sipil Negara : atur Sipil Negara,

nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi
Kolusi Nepotisme Sehingga untuk mendapatkan aparatur Aparatur Sipil Negara
yang kompeten maka pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (22): “Sistem Merit adalah

kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada
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kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”

Pegawai NegerFSipi am-J D& a telah iubah dengan
Peraturan ReR . 1C J akni: “Untuk
indahan, dan
tural Eselon 11

Jabatan dan

Tim baperjakat telah memberikan pertimbangan secara objektif, tapi hasil
dari pertimbangan tersebut akan dikembalikan ke Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian.Hal yang menjadi dasar dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
mutasi pegawai yaitu berdasarkan kebututuhan pegawai dan kebutuhan organisasi

karena biasanya mutasi dilaksanakan dengan pertimbangan pegawai dibutuhkan

untuk organisasi lain dan melihat pangkat golongan pegawai, keahlian pegawai,
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disiplin, prestasi pegawai dan mampu bekerjasama dengan pegawai lainnya dan
pimpinan.

Adapun tahapan dari proses pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup

Aparatur S : ena 3 cle Aparatur Sipil
Negara ( n lemt ‘E aflg mandiri dan

R L B o .
bebas dari iftem encipta NYang profesional

akademisi terdiri dari 2 tokoh, tokoh masyarakat, inspektur Kabupaten Kuantan
Singingi, kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Kuantan Singingi dan sekda Kabupaten Kuantan Singingi .
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b. Seleksi Jabatan
Proses seleksi pengisian jabatan yang dilakukan secara terbuka dengan

memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Kuantan Singingi seharusnya merupakan suatu bentuk penyegaran bagi pegawai
agar tidak terjadi kejenuhan kerja sehingga prestasi kerja, produktivitas dan
semangat kerja pegawai bisa lebih meningkat yang berguna untuk mencapai

tujuan organisasi. Dimana dalam pelaksanaan mutasi tersebut didasarkan atas

prestasi Kkerja, kedisiplinan, kepangkatan, dan profesionalisme. Sebelum
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melaksanakan mutasi terlebih dahulu diadakan rapat oleh tim Baperjakat setelah
itu menghasilkan pertimbangan teknis kemudian hasil rapat diberikan kepada

Bupati yang memberikan keputusan akhir mengenai pegawai yang dimutasi.

Tetapi tidak ad abwa pegawai yang

S Nt 'g@

tentang Pok pegawaia ainka WA urat keputusan
L ‘-
tersebut menurut 1" terlibat pre itik m#Pemilukada yang

dilaksanakaniipa : : 2\l i sipil tersebut

pemilukada itu.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory
ofinterest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh
hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest),
kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga;

menyangkut kepentingan umum (publik interest). (Mustafa, 2007, p. Hal. 58)
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Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan
pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari

keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum,

perlindungan ata osial_daki perkembangan sosial,

S Vapnanet® .,%

perlindunga

masalah-ma

Selanjutnya Bohannan mengatakan “lembaga hukum memberikan
ketentuan ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan
yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga
kemasyarakatan lainnya”. (Soekanto, 1983) Cara-cara menyelesaikan

perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya
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hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-

benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.

keberata engadiian.™ Sed ‘ S bersifat
represif/k o tela an@hukum (law
enforceme A ; N sete gwdéngan maksud

untuk mengem n g ne B k d: ‘l‘ upaya hukum

1.Pengadilan

Pengadilan yang dimaksud di sini tentu adalah Pengadilan Tata Usaha
Negara, karena obyek sengketa adalah Keputusan. Menurut Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud
dengan Keputusan adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan

80



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam Pasal 1 Angka 9
dinyatakan bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

keputusan €k e : asafdirugikan atas
Keputusan
cukup wakiuy” tapi puttisan pengadilan  mence o @pastian hukum

terhadap sef

yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah

Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

mana seharusnya jika surat tersebut dikeluarkan maka mutasi atau pindah kerja
tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun
2002 yang berbunyi bahwasanya pemindahan atau mutasi kerja para Pegawai
Negeri Sipil (PNS) harus setingkat atau sederajat dari jabatan yang diemban

sebelumnya.
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2. Adapun mekanisme pengisian jabatan struktual di Kabupaten Kuantan Singingi
dapat disimpilkan bahwa pengisian jabatan struktural tersebut tidak sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2002 yang dimana didalam

B. Saran
Berikut hal-hal yang dapat disaranka didalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Pemindahan atau penempatan Pegawai Negri Sipil dilingkungan Kabupaten
Kuantan Singingi hendaknya dalam rangka menambah wawasan dan
mendukung karir Pegawai Negri Sipil. Penurunan pangkat dapat saja di

lakukan jika adanya hukuman.
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2. Pemindahan atau penempatan Pegawai Negri Sipil harus sesuai dengan
mekanisme yang telah di tentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.
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